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Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas digitalisasi laporan
pertanggungjawaban dan dokumen bukti pemungutan suara Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Kendari dalam mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran berbasis Sustainable Development Goals
(SDGs). Metode yang diterapkan meliputi asistensi teknis langsung, pendampingan operasional, Roordinasi dan
konsultasi, serta pendampingan pasca-kRegiatan, dengan melibatkan staf secretariat dan anggota Panitia
Pemungutan Suara (PPS) sebagai peserta utama. Materi kegiatan mencakup konsep dasar digitalisasi dokumen,
regulasi pertanggungjawaban anggaran pemilu, tata cara pemindaian dan rekapitulasi dokumen ke dalam format
digital, serta tata cara pengarsipan dokumen elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam
pemahaman dan kemampuan teknis pegawai KPU Kota Kendari dalam mengoperasikan sistem informasi KPU,
melaksanakan pemindaian dokumen, serta merekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan secara digital.
Kegiatan ini juga mengidentifikasi tiga permasalahan utama, yaitu belum optimalnya pemahaman pegawai
mengenai keterkaitan digitalisasi dengan akuntabilitas anggaran, keterbatasan kemampuan teknis dalam
mengoperasikan sistem informasi KPU, serta risiko keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen
pertanggungjawaban. Pendekatan berbasis SDGs terbukti efektif dalam membangun kesadaran kelembagaan
mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemily, sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas),
SDG 16 (Kelembagaan yang Kuat), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Model kemitraan antara
Universitas Halu Oleo dan KPU Kota Kendari berpotensi direplikasi oleh KPU di daerah lain di seluruh Indonesia

Kata kunci: digitalisasi dokumen, akuntabilitas anggaran pemilu, Rpu kota kendari, sustainable development goals,
pertanggungjawaban keuangan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 merupakan peristiwa demokrasi
berskala terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemungutan suara serentak pada 14 Februari
2024 melibatkan ratusan juta pemilih terdaftar, ribuan calon legislatif, serta puluhan partai
politik yang berkompetisi di seluruh pelosok Nusantara. Skala partisipasi yang demikian masif
menjadikan proses penyelenggaraan pemilu ini memiliki kompleksitas administratif dan logistik
yang sangat tinggi (Jurdi, 2023). KPU Kota Kendari sebagai satuan kerja penyelenggara di
tingkat kota memikul tanggung jawab strategis dalam memastikan setiap tahapan berjalan
sesuai regulasi dengan prinsip transparan dan akuntabel. Kota Kendari yang merupakan ibu
kota Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik demografis dan geografis khas yang
memengaruhi kompleksitas pengelolaan logistik serta anggaran pemilu (Zainal dkk., 2024).
Di bawah struktur KPU Kota Kendari terdapat sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
serta ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di seluruh kelurahan. Masing-
masing unit kerja ini memegang tanggung jawab vital atas pengelolaan dana hibah pemerintah
daerah serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara mandiri.

* Korespondensi Penulis. E-mail: madenp@uho.ac.id Penerbit: JBIMA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
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Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran ini menjadi kunci utama dalam
menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di tingkat daerah secara

berkelanjutan (Tarigan dkk., 2023).

Dalam kerangka pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemilu, kewajiban utama bagi
seluruh jajaran badan ad hoc adalah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang
lengkap, tepat waktu, dan akurat, serta harus dilengkapi dokumen bukti pemungutan suara
yang sah menurut hukum (Djidar et al., 2025). Kewajiban ini berlandaskan pada serangkaian
regulasi nasional yang ketat, antara lain Keputusan KPU Nomor 950 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pemilu, Keputusan KPU Nomor
1394 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah, serta ketentuan
perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kepatuhan terhadap seluruh regulasi ini bukan
sekadar pemenuhan formalitas birokrasi, melainkan fondasi utama bagi akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah (Setiadi et al., 2025). Transformasi digital
dalam sektor publik kini menjadi instrumen krusial untuk mempercepat alur pelaporan,
meminimalkan kesalahan manusia, dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. KPU
Republik Indonesia telah mengambil langkah besar dengan mengembangkan berbagai sistem
informasi berbasis digital, seperti SIREKAP untuk rekapitulasi data suara serta sistem
informasi internal untuk pengelolaan keuangan (Ramdhan et al., 2025). Namun, realitas di
lapangan menunjukkan bahwa implementasi sistem digitalisasi ini masih menghadapi
hambatan signifikan di tingkat PPS pada KPU Kota Kendari.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan tim
pengabdi dengan sejumlah petugas PPS, ditemukan bahwa sebagian besar personel belum
sepenuhnya memahami tata cara pengunggahan dokumen pertanggungjawaban secara
elektronik ke dalam sistem informasi KPU yang telah disediakan. Keterbatasan infrastruktur
teknologi informasi di berbagai wilayah Kota Kendari menjadi faktor pembatas yang serius,
karena tidak seluruh kelurahan memiliki akses internet yang stabil dan memadai untuk
melakukan sinkronisasi data besar (Perdana & Suharni, 2021). Kesenjangan digital yang nyata
ini sangat menghambat kecepatan, akurasi, dan kelengkapan pelaporan dokumen
pertanggungjawaban keuangan. Petugas PPS pada umumnya merupakan warga masyarakat
yang direkrut secara temporer untuk setiap agenda pemilu, dengan latar belakang pendidikan
dan pengalaman teknologi informasi yang sangat beragam. Minimnya pelatihan komprehensif,
tidak adanya modul pendampingan yang berkelanjutan mengenai penggunaan sistem
informasi KPU, serta tingginya beban kerja selama tahapan pemilu memperparah kondisi ini.
Absennya kapasitas digital yang memadai berpotensi mengganggu kualitas
pertanggungjawaban keuangan, meliputi risiko keterlambatan penyampaian laporan,
ketidaksesuaian data antara dokumen fisik dan digital, ketidaklengkapan berkas yang
diunggah, serta potensi temuan administratif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun
Inspektorat (Nelawat et al., 2023).

Permasalahan ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan global. Tata kelola kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel
merupakan pilar utama dari SDG 16 mengenai Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang
Kuat (Affairs, 2024). Penguatan literasi digital bagi para penyelenggara pemilu di tingkat
kelurahan ini secara tidak langsung sekaligus mendukung SDG 4 tentang Pendidikan
Berkualitas melalui transfer pengetahuan teknis (Nur et al., 2026). Mengingat pentingnya
aspek akuntabilitas dalam pengelolaan hibah pemilu, maka digitalisasi dokumen bukan lagi
merupakan opsi melainkan sebuah keharusan. Dengan demikian, penguasaan terhadap
digitalisasi laporan pertanggungjawaban dan dokumen pemungutan suara menjadi langkah
paling krusial untuk menjamin integritas anggaran, efisiensi operasional, serta
keberlangsungan demokrasi yang sehat (Fauziah et al., 2023).
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Merespons realitas di lapangan tersebut, tim dosen dari Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo memandang sangat perlu untuk melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara khusus difokuskan pada peningkatan
kapasitas digitalisasi laporan pertanggungjawaban dan dokumen pemungutan suara pada
KPU Kota Kendari. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memberikan asistensi teknis
langsung mengenai tata cara pemindaian dokumen yang benar, teknik pengarsipan elektronik
yang sistematis, serta tata cara rekapitulasi laporan pertanggungjawaban berbasis digital yang
terintegrasi dengan sistem KPU. Pendampingan ini melibatkan staf sekretariat dan seluruh
anggota PPS sebagai peserta utama, yang dirancang sedemikian rupa bukan sekadar untuk
memenuhi kewajiban administratif, melainkan untuk membangun budaya kesadaran
kelembagaan akan pentingnya akuntabilitas keuangan berbasis teknologi. Melalui kegiatan
ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan
teknis petugas KPU Kota Kendari, sehingga mereka mampu mengoperasikan sistem informasi
KPU dengan lebih efektif, melakukan pemindaian dokumen secara benar, dan merekapitulasi
laporan keuangan secara digital (Pramono et al., 2026). Model kemitraan strategis antara
perguruan tinggi dan KPU Kota Kendari diharapkan dapat menghasilkan solusi praktis yang
dapat direplikasi oleh KPU di daerah lain di seluruh Indonesia, sehingga menciptakan
ekosistem demokrasi yang lebih akuntabel dan efisien (Fauziah et al., 2023).

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis guna
meningkatkan kapasitas digitalisasi laporan pertanggungjawaban serta dokumen pemungutan
suara di lingkungan KPU Kota Kendari. Tahap pertama adalah persiapan yang mencakup
koordinasi intensif dengan pimpinan KPU Kota Kendari guna menyelaraskan agenda kegiatan
dengan kebutuhan organisasi. Tim melakukan inventarisasi dokumen pertanggungjawaban
yang memerlukan digitalisasi serta memetakan kondisi infrastruktur di masing-masing
kelurahan. Seluruh perangkat pendukung disiapkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan
di lapangan.

Tahap kedua berfokus pada identifikasi permasalahan secara mendalam melalui
observasi terhadap kendala teknis yang dihadapi staf sekretariat dan anggota Panitia
Pemungutan Suara. Tim menggali akar masalah terkait hambatan pengoperasian sistem
informasi KPU, keterbatasan akses internet, serta rendahnya literasi digital petugas. Hasil
identifikasi ini menjadi landasan utama dalam merancang materi pendampingan yang tepat
sasaran dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan (Hayat, 2025)

Tahap ketiga merupakan inti kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan teknis
secara berkelanjutan. Tim memberikan pelatihan mengenai tata cara pemindaian dokumen
yang efisien, manajemen pengarsipan elektronik, serta panduan praktis penggunaan sistem
informasi keuangan KPU untuk pelaporan pertanggungjawaban. Peserta mendapatkan
demonstrasi langsung dan kesempatan mempraktikkan seluruh alur kerja digital dalam
lingkungan simulasi di bawah supervisi tim pengabdi (Sam et al., 2026). Pendekatan
partisipatif ini memungkinkan setiap peserta menguasai kompetensi digital secara mandiri
sebelum kembali bertugas di unit kerja masing-masing.

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi untuk mengukur peningkatan
kemampuan peserta pasca kegiatan. Tim melakukan evaluasi melalui hasil pre-test dan post-
test serta analisis terhadap dokumen yang berhasil didigitalisasi oleh para peserta. Umpan
balik dikumpulkan untuk menilai efektivitas model pendampingan dan mengidentifikasi
kendala yang masih perlu ditangani (Yani et al., 2025). Seluruh rangkaian metode ini dirancang
agar dapat direplikasi oleh pihak mitra secara mandiri sebagai upaya keberlanjutan program
untuk mendukung akuntabilitas keuangan daerah yang transparan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara intensif selama tiga bulan
penuh di KPU Kota Kendari dengan melibatkan 45 orang peserta. Peserta terdiri dari staf
sekretariat KPU Kota Kendari serta perwakilan anggota Panitia Pemungutan Suara dari 11
kecamatan yang tersebar di wilayah administratif Kota Kendari. Sebelum memulai
pendampingan teknis, tim pengabdi terlebih dahulu melakukan asesmen awal melalui
kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam untuk memetakan tingkat literasi digital setiap
peserta. Hasil survei awal menunjukkan realitas yang cukup memprihatinkan; hanya 31 persen
peserta yang memiliki pemahaman memadai mengenai tata cara pemindaian dokumen sesuai
standar pengarsipan elektronik pemerintah. Lebih lanjut, sebanyak 80 persen peserta
menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan sistematis mengenai
penggunaan sistem informasi internal KPU untuk keperluan pertanggungjawaban keuangan
daerah. Kondisi ini mempertegas urgensi intervensi melalui pendampingan teknis intensif di
tingkat akar rumput karena peran PPS sangat sentral dalam mengelola dana hibah secara
transparan dan akuntabel.

Melalui serangkaian sesi pendampingan yang dirancang secara interaktif, seluruh
peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk mempelajari alur kerja digitalisasi dokumen.
Partisipasi aktif peserta tercermin dari tingginya frekuensi pertanyaan teknis yang diajukan
serta kesediaan mereka untuk mempraktikkan setiap tahapan proses pengunggahan
dokumen secara berulang. Fokus pendampingan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu
standarisasi format berkas, teknik pemindaian dokumen agar menghasilkan citra dengan
resolusi minimal 300 DPI, serta tata cara pengunggahan berkas ke basis data sistem informasi
keuangan KPU. Proses ini tidak hanya melibatkan pengenalan perangkat keras dan lunak,
tetapi juga simulasi penanganan kendala teknis yang kerap muncul saat tahapan krusial
pemilu berlangsung. Efektivitas partisipasi ini diukur secara komprehensif melalui evaluasi
berupa pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah seluruh sesi berakhir. Hasil
evaluasi mencerminkan peningkatan kompetensi yang signifikan sekaligus memberikan
keyakinan bahwa program ini mampu memberikan dampak praktis yang nyata bagi mitra.

Gambar 1. Foto Sesi Pembukaan
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Pencapaian paling nyata dari kegiatan pengabdian ini adalah keberhasilan digitalisasi
atas 540 berkas laporan pertanggungjawaban keuangan yang sebelumnya tersimpan dalam
bentuk fisik tanpa sistem pengarsipan yang rapi. Seluruh dokumen telah berhasil dikonversi
ke format digital dengan resolusi tinggi, disertai tata nama file yang terstandarisasi
berdasarkan kategori transaksi, tanggal kejadian, serta unit kerja pelaksana. Proses ini
didukung oleh pemanfaatan perangkat pemindai portabel serta integrasi perangkat lunak
manajemen dokumen pada setiap unit kerja yang terlibat. Setiap berkas yang diunggah telah
diverifikasi memenuhi parameter audit sehingga memudahkan proses verifikasi bagi
inspektorat di kemudian hari. Tabel 1 merangkum capaian kuantitatif hasil kegiatan digitalisasi
selama masa pendampingan.

Tabel 1. Nama Tabel

Indikator Capaian Sebelum Sesudah Peningkatan
Pendampingan Pendampingan

Jumlah dokumen terdigitalisasi 120 berkas 540 berkas 350 %
Peserta terampil 14 orang 45 orang 221 %
mengoperasikan sistem

Rata-rata skor post-test 52 88 69 %
Waktu pelaporan 14 hari 3 hari 78 %
pertanggungjawaban

Data pada Tabel 1 menunjukkan tren positif yang sangat kentara dalam kecepatan
pemrosesan berkas setelah peserta mendapatkan modul panduan praktis dan pelatihan
intensif. Hasil ini membuktikan secara empiris bahwa hambatan administratif selama ini bukan
disebabkan oleh ketidakmampuan petugas, melainkan oleh absennya standar operasional
prosedur digital yang mumpuni. Percepatan waktu pelaporan sebesar 78 persen menjadi bukti
konkret efisiensi yang dihasilkan oleh model intervensi ini. Selain efisiensi waktu, kualitas
dokumen digital yang dihasilkan kini memiliki tingkat keterbacaan jauh lebih baik sehingga
memudahkan auditor dalam melakukan verifikasi tanpa harus memeriksa tumpukan berkas
fisik yang sering kali berisiko rusak karena faktor usia atau kondisi penyimpanan.

Dokumentasi kegiatan yang terdiri dari foto praktik langsung serta tangkapan layar
antarmuka sistem informasi membuktikan bahwa seluruh peserta telah memahami alur
digitalisasi dari tahap pemindaian dokumen hingga tahap pengunggahan ke server KPU.
Contoh hasil digitalisasi yang dihasilkan oleh peserta telah sesuai standar kelayakan dokumen
elektronik yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Selain itu, tim pengabdi memastikan setiap
peserta mendapatkan modul praktis sebagai rujukan jika menghadapi kendala di masa depan.
Evaluasi pasca pendampingan menunjukkan bahwa kemampuan teknis peserta tetap stabil
bahkan setelah masa pendampingan berakhir. Uji coba mandiri yang dilakukan tiga minggu
setelah kegiatan menunjukkan bahwa 90 persen peserta masih mampu mengoperasikan
sistem tanpa bantuan, yang membuktikan bahwa internalisasi proses digitalisasi telah tercapai
dengan baik. Para peserta yang sebelumnya merasa cemas terhadap risiko temuan BPK kini
mampu melakukan pengarsipan mandiri dengan tingkat kepercayaan diri yang lebih baik.
Keberhasilan ini bahkan memicu keinginan dari unit kerja lain di KPU Kota Kendari untuk
menerapkan metode digitalisasi serupa dalam pengelolaan administrasi rutin di luar agenda
pemilu.
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Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

PEMBAHASAN

Peningkatan kompetensi peserta sebesar 221 persen menunjukkan bahwa metode
pendampingan langsung sangat efektif dalam mengatasi kesenjangan literasi digital di
lingkungan badan ad hoc KPU. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dzulkifli et al (2023)
yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan melalui adopsi teknologi
merupakan fondasi utama untuk mencapai tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Digitalisasi dokumen pertanggungjawaban memungkinkan pemangku kepentingan
memvalidasi bukti transaksi dengan cepat tanpa harus memeriksa tumpukan berkas fisik
secara manual yang rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Integrasi sistem digital
mempercepat alur pelaporan hingga 78 persen, sehingga risiko keterlambatan pengumpulan
berkas dapat ditekan secara drastis. Keberhasilan ini mengonfirmasi bahwa kendala teknis
sering kali bersumber dari absennya pelatihan berkelanjutan, bukan sekadar kurangnya
ketersediaan perangkat keras semata.

Perubahan perilaku petugas dari sistem kerja manual menuju sistem kerja digital
menjadi bukti kuat bahwa literasi digital dapat dibentuk melalui intervensi yang terarah dan
konsisten. Dampak psikologis juga sangat terlihat; petugas merasa lebih aman bekerja karena
seluruh riwayat pertanggungjawaban kini terekam dalam sistem yang terlindungi dan
terverifikasi. Transformasi pola pikir dari "beban kerja tambahan" menjadi "pelindung diri dari
temuan audit" merupakan pencapaian berharga yang melampaui aspek teknis semata (Urefe
et al., 2024). Dengan adanya rekaman digital yang tertata, pihak KPU Kota Kendari kini
memiliki basis data yang kuat untuk menghadapi proses audit, baik audit internal maupun
eksternal, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi
pengelolaan keuangan negara.

Meskipun capaian kegiatan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, tim pengabdi
mencatat tantangan nyata berupa ketidakstabilan akses internet di beberapa kelurahan yang
letaknya jauh dari pusat kota. Hambatan ini sering kali membuat proses pengunggahan
dokumen menjadi lebih lambat dibandingkan estimasi awal. Sebagaimana dijelaskan oleh
Sulistiarini et al (2025), kesenjangan digital tetap menjadi tantangan sistemik di Indonesia yang
membutuhkan solusi lintas sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, tim menerapkan metode
sinkronisasi offline-to-online. Petugas diminta melakukan pemindaian dan penamaan file di
saat koneksi internet tidak stabil, kemudian melakukan pengunggahan massal saat mereka
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berada di area dengan koneksi yang lebih baik. Metode ini terbukti mampu memitigasi kendala
teknis tanpa menghentikan seluruh proses digitalisasi yang sedang berlangsung.

Selain kendala infrastruktur, resistensi perubahan perilaku juga menjadi tantangan
tersendiri. Pada fase awal, staf sekretariat merasa terbebani dengan tambahan prosedur
pemindaian manual di tengah beban kerja pemilu yang sangat tinggi. Namun, setelah tim
menunjukkan secara konkret bagaimana sistem digital dapat mengurangi risiko dokumen
hilang serta mempercepat durasi pelaporan, antusiasme peserta meningkat drastis. Strategi
persuasif berbasis demonstrasi nyata ini terbukti mampu memitigasi rasa cemas peserta
terhadap teknologi baru. Tabel 2 merangkum identifikasi kendala utama beserta solusi
strategis yang diterapkan selama kegiatan pengabdian berlangsung.

Tabel 2. Matriks Identifikasi Kendala dan Solusi Digitalisasi

Kendala di Lapangan Dampak Operasional Solusi yang Diterapkan
Koneksi internet tidak Pengunggahan Metode sinkronisasi offline-to-online
stabil dokumen gagal
Literasi digital rendah  Kesalahan input data Pendampingan teknis personal secara

bertahap

Format dokumen tidak Sulit divalidasi sistem Standardisasi template pemindaian dan
standar penamaan file
Resistensi terhadap Penurunan motivasi Pendekatan persuasif dan simulasi
perubahan kerja praktik nyata

Jika dibandingkan dengan program pengabdian serupa yang dilaksanakan pada tahun
sebelumnya, kegiatan ini memiliki nilai tambah yang sangat signifikan dalam hal integrasi data
secara real-time serta penerapan metode pendampingan one-on-one. Program terdahulu
cenderung fokus terbatas pada pengarsipan dokumen saja tanpa menyentuh aspek validasi
digital dalam sistem informasi keuangan KPU secara menyeluruh. Pendekatan hands-on yang
diterapkan kali ini memberikan dampak lebih besar daripada sekadar ceramah teoritis,
sebagaimana dikonfirmasi oleh temuan Primadasa et al (2025) mengenai kesenjangan digital
di pemerintahan daerah. Keberhasilan ini juga mendukung komitmen pemerintah terhadap
SDG 16 tentang kelembagaan yang transparan, sekaligus SDG 4 melalui transfer
pengetahuan teknis yang praktis bagi para praktisi di lapangan.

Model kemitraan antara Universitas Halu Oleo dan KPU Kota Kendari memberikan
preseden berharga bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital dalam menjembatani
kesenjangan kompetensi digital di sektor publik. Ke depannya, keberlanjutan program akan
dijaga melalui pembentukan forum operator digital di tingkat KPU Kota Kendari yang secara
mandiri melakukan bimbingan bagi anggota PPS baru. Kami juga mengusulkan adanya
dashboard pemantauan digital yang dapat diakses oleh pimpinan KPU untuk memastikan
proses pengarsipan tetap terjaga kualitasnya. Sistem pemantauan berkala melalui kanal
komunikasi daring perlu dipertahankan guna memastikan bahwa kemampuan digital yang
telah terbentuk tidak mengalami degradasi (Faizah et al., 2025). Implementasi jangka panjang
dari sistem ini diharapkan mampu menurunkan risiko temuan administratif secara signifikan
pada pemilu mendatang. Keberhasilan kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi teknologi,
pendampingan intensif, serta komitmen kelembagaan merupakan kunci utama dalam
mentransformasi birokrasi menjadi organisasi modern yang akuntabel dan efisien. Fokus kami
ke depan adalah memastikan bahwa protokol digitalisasi ini diadopsi sebagai standar
operasional prosedur resmi di seluruh satuan kerja KPU Kota Kendari agar manfaatnya dapat
dirasakan secara permanen dan berkelanjutan.
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KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas
digitalisasi laporan pertanggungjawaban dan dokumen bukti pemungutan suara Pemilu 2024
pada KPU Kota Kendari dalam mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran. Secara
spesifik, tujuan yang hendak dicapai meliputi penguatan pemahaman dan kemampuan teknis
pegawai serta anggota PPS dalam mengoperasikan sistem informasi KPU, melakukan
pemindaian dokumen secara benar, serta merekapitulasi laporan pertanggungjawaban
keuangan secara digital yang terintegrasi dengan sistem KPU.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tiga bulan bersama 45 peserta yang terdiri
dari staf sekretariat dan anggota PPS dari 11 kecamatan, diperoleh beberapa capaian yang
selaras dengan tujuan tersebut. Pertama, pemahaman dan kemampuan teknis pegawai KPU
Kota Kendari meningkat secara signifikan, ditunjukkan dari rata-rata skor post-test yang naik
dari 52 menjadi 88, serta jumlah peserta terampil yang bertambah dari 14 orang menjadi 45
orang. Kedua, kegiatan ini berhasil mendigitalisasi 540 berkas laporan pertanggungjawaban
keuangan yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk fisik tanpa sistem pengarsipan yang rapi,
naik 350 persen dari kondisi awal sebelum pendampingan. Ketiga, waktu pelaporan
pertanggungjawaban dapat dipersingkat dari 14 hari menjadi 3 hari, menunjukkan percepatan
proses sebesar 78 persen. Keempat, evaluasi pasca-kegiatan yang dilakukan tiga minggu
setelah pendampingan berakhir menunjukkan bahwa 90 persen peserta masih mampu
mengoperasikan sistem secara mandiri, yang membuktikan bahwa internalisasi proses
digitalisasi telah tercapai dengan baik.

Kegiatan ini juga mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang menjadi akar kendala
di lapangan, yaitu belum optimalnya pemahaman pegawai mengenai keterkaitan digitalisasi
dengan akuntabilitas anggaran, keterbatasan kemampuan teknis dalam mengoperasikan
sistem informasi KPU, serta risiko keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen
pertanggungjawaban. Melalui pendekatan asistensi teknis langsung, pendampingan
operasional, serta simulasi praktik nyata, ketiga permasalahan tersebut berhasil ditangani
secara bertahap dan terukur. Pendekatan berbasis SDGs terbukti efektif dalam membangun
kesadaran kelembagaan mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu,
sejalan dengan SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDG 16 tentang Kelembagaan yang
Kuat, dan SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Model kemitraan antara
Universitas Halu Oleo dan KPU Kota Kendari melalui kegiatan pendampingan digitalisasi
dokumen ini berpotensi direplikasi oleh KPU di daerah lain di seluruh Indonesia, sehingga
kontribusi akademik perguruan tinggi terhadap penguatan tata kelola pemilu dapat dirasakan
secara lebih luas. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan integratif
yang menggabungkan asistensi teknis, peningkatan kompetensi SDM, dan kerangka
keberlanjutan mampu menghasilkan dampak bermakna pada peningkatan akuntabilitas
pengelolaan keuangan pemilu di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, beberapa saran diajukan sebagai
berikut. Pertama, KPU Kota Kendari diharapkan terus mengembangkan kapasitas sumber
daya manusia dalam hal digitalisasi dokumen pertanggungjawaban keuangan pemilu,
khususnya melalui pelatihan pengoperasikan sistem informasi KPU yang terjadwal dan
berkesinambungan bagi seluruh pegawai dan PPS sebagai bagian dari peningkatan
akuntabilitas kelembagaan. Kedua, KPU Kota Kendari perlu memastikan ketersediaan
perangkat pemindai yang memadai serta menyediakan panduan teknis tertulis mengenai
standar kualitas pemindaian dan format rekapitulasi dokumen agar seluruh pegawai dapat
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melaksanakan proses digitalisasi secara seragam dan sesuai ketentuan regulasi. Ketiga,
Universitas Halu Oleo melalui Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan
melanjutkan dan mengembangkan kegiatan kemitraan dengan KPU Kota Kendari maupun
lembaga penyelenggara pemilu di daerah lain dengan tema-tema yang relevan. Keempat,
KPU Republik Indonesia perlu mempertimbangkan penyusunan panduan teknis digitalisasi
dokumen pertanggungjawaban yang lebih rinci dan mudah dipahami dengan memperhatikan
kemampuan teknis pegawai di berbagai daerah, sehingga kualitas dokumen digital yang
dihasilkan dapat lebih seragam di seluruh wilayah Indonesia.
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